BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 23.a TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KERAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan
yang baik (Good Governance] yang bebas dari
korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalagunaan
kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah
mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara
negara termasuk di Lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaporkan
harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupali tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sidenreng Rappang;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daecrah - daerah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyvelenggaraan Negara yang bersih bebas dar
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3581);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran  Negara
Nomor 4250j;

Peraturan Komisi Pemberantasan Korups: Nomor 07
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemcriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara;



Menetapkan

6.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012
tentang Kewajibannt Penyampaian dan Sanksi Atas
Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Kemenlerian/
Lembaga dan Pemerintah Daerah;

Surat Ndaron Komisi Memberantasan Korupsi Nomor
SFE-08/01/10/20146  tentang  Petunjuk  Telmis
Penyampaian dan Pengelolaan  laporan Harla
Kekayaan Penyelengpara Nepara Seiclah
diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman dan Pemerilkeaan Laporan
Harta Kelkayaan Penyelengpora Nepoew,

MEMUTUSEAN -

PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGRKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

BAB1I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adaluh Kabupaten Sidenrcng Reppang;

2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;

3. Laporan Tlarla Kekavaan Penyclenggara Negara
vang selanjuinya digebut LHEPN acieﬂah {Jaliar
seluruh bharta kekaynnn Penyelengzara Nepara (PNj
beserla pasangan dan anak yang masih menjadi
tanggungan yang di tuangkan di Formulir LHKPN
vang dileltapkan oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi untuk selanjutnya disehut KPK.

4. Pgjabat Wapb LHKPN  adaluh  Pejabat  di
Linpglkungan DPemerintah Kabupaten Sidenreng
Rappang yang wajib mengisi dan menyampaikan
LHKPN.

BAB II
PENYAMPAIAN LHEPN

Pasal 2
Pejabat Wajibr LHKPN terdiri atas :
a. Bupat Sidenreng Eappang;
b. Wakil Bupati Sidenreng Rappang;
c. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
d. Pejabat Eselon UI dan vang disamakan;f



e. Kuasa Pengguna Anggaran;

{. Pejabat Pembuat Komitmen;

g Auditor; )

h. Pejabat Penigadaan Barang dan Jasa dengan nilai tertentu;

Pasal 3
LHKIN (lisaampaﬂx.utt kf‘.pﬂ{iﬁ KK melatui Uil !’m‘lgﬂlola LHKPN Pemeriniah
Kabupsten Sidenveng REappans;

Fasal 4
Wajib LHKPN wajib mengisi dan menyampaikan LHEKPN paling lambat 3
{tiga) bulan setelah :
a. penganghkatan sebagai penyelenggara negara pada sasl pertama kali
menjabmt;
h. pengangkatan kembali scbagai penyelenggara negara serelah beralkhirnya
masa jabatan; atau
¢. berakhimya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Paaal &
Menyelenggara Negara sebagaimana  dimakeud dalam pasal 4, wajib
menyampaikan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekall alas
harta kekavaan vang diperoleh sejalk 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember dan disampaikan dalam jangka waklu paling lambat tanggal
31 Marei tahun berikuinya.

Pasul 6
Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanaksn
dengam cara schagai berilut
a. melalui aplikasi ¢-LHKI'N; arau
b, mengisi formulir LLIKPN dengan format vang ditentukan oleh KPK dalam
media penyimpanan data dan dikirim melalui surat elektronik {e-mail),
jasa ekspedisi atau diserabkan secara langsung kepada KPKE.

Pasal 7
Dalam hal penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7 huruf b, folo kopi tanda terima LIIKPN
disampaikan kepada unit pengelola LHKPN pada Pemerintah Kabupaten
Sidenreng Rappang.

Pasal 8

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaun penyampedan LHEPN Y/
ditetapkan Admin Instansi dan Admin Unit Kerja,



BAB III
UNIT PENGELOLA LHKPN
' Pasal 9
{1} Untuk mengelola dan mengkoordinir LITKPN dibentuk Unit Pengelola
LHEKDPN,
(2} Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) terdiri dari
3. Koordinator LHEKEN ¢
1. 8skreiamia Dacrah Kabupaler.
2. Inspekiut Kabupaten.
b. Admin Instansi :
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
¢. Admin Unit Kerja ;
Semua Hidang/Bagian vang menangani urusan kepegawsian pada
setiap Perangkat Dacrah.
(3) Unit Pengelola LHKPN schagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas sebagai berikut :
a. Koordinator LHKI’N :

1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sehagail berikut :

a), melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib
LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;

b). melakukan monitoring dan cvaluasi terhadap Admin Instansi
dalam melakukan pengelolaan LIIKPN.

c). pemberian sosialisasi kewajiban LHEPN baik kepada
penvelenggara Negara maupun Unit Pengelola LHKPN.

2. mengingatikan wajib LHKPN di lingkungan instansinya uniuk
mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN,

3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiphin bagi pejabat wajib
LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk
diletapkan olech Bupati.

b. Admin Instansi :

1. melakukan validasi/pemutalchiran  terhadap dala kepegawaian
mengenai perubahan dara wajib LHKPN di ingkungan instansinya
{pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi /berakhitnya
jabatan] yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya
lkembali kepada KPK.

2. menunjuk dan membuat akun admin unit kerja;

3. pemherian sosialisasi kewajiban LIIKPN dan himbingan tekniaY/
mengenai tata cara pengisian LITKPN.



c. Admin Unit Kerja :
1, mengelola aplikasi e- LHKPN
2. membuat akun wajib LHKPN/Penyclenggara Negarn
3. membuat dan melakukan pemutakhiran data wajib LHKPN

BAB IV
PENGAWASAN

IPasal 10

(1) Atasan langsung prjabal wajib LITKUN memiliki kewsjiban melidtukean
pengawasan secara berjerjung dan melakukan evolusi pelaksanaan
wajib LHKPN.

(2) Inspektorat Kabupaten merupakan unit pengawasan internal ysng
melakukan fungsi pengawasan dan  pemantauan  terhadap
pengelolaan dan  keputuhan LITKPN di lingkungan Pemerinted
Kabupaten Sidenreng Rappang

Pagal 11

Inapekiur Kabupsaten bertugas :

a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LIIKPN
serta kepatuhan pejabal wajib LHKPN untuk bersedia dipcriksa
harta kekayaannya;

Ir. berkoordinasi dengan koordinator pengelola LHKPN dalam rangka
pulaksanann tugas sebogaimans dimaksud pada huruf o;

o. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendufraran dan
pemeriksaan LHKPN vang meliputi :

1, data mengenai kepatuhan pejabal wajib LHKPN dalam
menyampaikan dan menguwriimkan LITKPN kepada Komisi
Pumberantasan Korupsi;

2. hasil pemeriksaan LIIKPN; dan

3. hal-hal lain yang terkait dengan LHKPN,

d. Menyampaikan laporan sctiap akhir tabun mengenai pelaksanaan
tugas dari koordinator kepada Bupali dengan memberikan
tembusan kepada Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, dan KPK,

BAB V
SANKSI
Pasal 12
(1) Wajib LHEKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak
menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan
sanksi berupa :



a. Penundaan {ambuhan penghasilan pegawai (TPF) scbagaimana yang
diatur oleh Pemerintah Kabupualen Sidenreng Rappang;
b. Tidak dapat diikulkan dalam promoesi jabatan/lelang jabalan.

BARB VI
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
Faaal 13

(1) Sebehim mernjalubkan sanksi disiplin scbagaimana dimaksud dalam
pasal 12 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :

a. Diberikan peringatan secara terfulis scbanyak 3 (tiga) kali dengan
masing-masing tenggan waklu surat seluma 1 (satu) bulan;

b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN, maks
kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi scbagaimana
dimaksud dalam pasal 12.

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebapaimana dimaksud dalam pasal 12
dan pasal 13 ayal (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh
Inspektoral Kabupaten scsuai dengan prosedur sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil dan Peraluran Kepala Badan Kepegawaiat Negara
Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,

BAR VII
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a. lerhadap penyelenggara Negara vang sudah pernah menvampeaikan
LHEPN dengan Formulir LHKPN Model KPK-A alau Formulir LHKPN
Model KEPK-B, serta :

1) mengalami perubahan jabatan atau

2) mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHEDPN, tidonk perlu
menyampaikan LHKPN pada tabui 2017; dan

b. untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2018, harta keckayaan yang
dilaporkan merupakan harla kekayaan sampai dengan tanggal
31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pﬂdy
tanggal 31 Maret 2018,



KETENTUAN FENUTUP
Pasal 15
Peraturan Bupati inl mulai berlaku padu langgal diundangkan

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan pencmpatannya dalam DBerila Daerah  Kabupaten

Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pang,kajﬁne Sidenreng
 Padg.tangeal 19 Juny, 2017

Diundangkan di Pungkajene Sidenveng
Pada 1@&_g_g;_al 19 Juny 20 | 7
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BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANC TAHUN 2017,
NOMOR 23-a. 'y
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ASISTEN ADM. UMUN
KEPALA GPKD

. PESABAT (HAr BAPPEDIA & LITBANG
, KABAG. KL
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